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Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 146 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR T TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

1945,

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, DONNY TRl ISTIQOMAH, S.H., MH., Andhika DT
SH. FRANDITYA UTOMO, SH., SISWADI, S.H., Para Advokat, ketiganya adalah TIM
HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN,
beralamat dan berkantor di Ji. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2016 (ferlompir)bertindek untuk don cias
nameas:

1. FEBRINA LESISIE TANTINA, 37 tahun, beralamat di RT. 004/RW. 01, Kelurcha:
Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON

2. M. ADAM ISHAK, 45 tchun, beraglamar di RT. 002 /RW. 00 Kelurchan Sukarame,
Kecamatan Sukarame, Kota Bander lempung, Provinsi Lampung, selanjuinya
disebut sebagai PEMOHON I[;

cdalagm hal ini felah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, Pemohon |
dan Pemohon Il adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesujl Mo.
Urut 1 delem Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji 2017 sebagaimana
Surat  Keputusan Komisi  Pemilhan Umum (SK KPU) Kabupaten Mesu]i Nemor:
104 /KPTS/KPUKab-08.680718 /X /2016, untuk sclanjutnya keduanya cukup disebut
sebagai-----m e PARA PEMOHON.

Parc Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 146 ayat (6]
Undang-undang Nemor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang



Nemor 1 Tahun 2015 Tentang FPenetapan Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-
undang Nomor | Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guberur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-undang  yang dimuat dalam Lembaran Negora Republik Indonesia
Tahun 20146 Nemor 130 dan Tambahan lembaran Negare Republik Indonesia Nomor
5898 (OBYEK PERMOHONAN] (Bukti P-1) terhadap Undang-undcng Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya cukup disebut UUD Tahun 1945) (Bukti P-2);

Sebelum melanjutkan padeo uraian tentang alasan-alasan permohonan, Fara Pemohon
ingin terlebih dahulu menguraiken tentang kewenangon Mahkamah Konstitusi dan
kedudukan hukum/legal standing FPara Pemohon sebagai herikut:

L KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUS| (MK)

1. Paro Pemchon memchon ogar MK melokukan pengujian terhedap Pasal 146
Undang-undang Nemor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undaiy-
undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Penggont
Undeng-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dun
Welikota Menjadi Undang-undang {(selanjutnya cukup disebut UU No. 10 Tohun

2016);

2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat
(11 huruf (@] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK bohwa salah sufu
kewenangan MK adalah melokukan pengujien undang-undang terhadap UUD Tahun
1945, Pasal 24 C ayat (1) UUD Tahun 1945 ontara lain menyatakan: “MK
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putuscnnyo bersifai
final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”™. Pasal 10 ayert
{1} huruf @ UU MK antara lain menyatakan: "MK berwenang mengadili pada tingla
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang
terhadap UUD Tehunl 9457;

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturon
Perundang-undangeon, mengatur bahwa secora hierarkis kedudukan UUD Tahun 1945
lekih tinggi dari undang-undang. Oleh karena ity, setiop ketentuan undang-undong
tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945, Jika terdapat ketentuan dalam
undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tohun 19435, maka ketentuan
tersebut dapat dimohonkan untuk divji melalui mekanisme penguijian undang-undang;

4. Selain ity, sebagoi pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan perafsiran
terhadap sebuah ketentuan pasal-pesal undang-undang agar berkesesuaion dengan
nilai-pilal konstitusi. Tafsir MK terhadap konstiatusionalitas Pasal-Pasal Undang-
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Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole inferpreter of constitution)
yang memiliki kekuaton hukum, sehingga terhagap Pasol-Pasal yang memiliki makng
ambigu, tidak jelas, dan/atau nuwlti tafsir dopat pula dimintakan penafsirannya
kepada MK;

Berdasarken hel-hal tersebut di atas, moka MK berwenong untuk memeriksa daon
mengadili germohonan  pengujian  Undang-undang  ini, disomping memberikan

penafsiran konstitusional,

KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON
Bahwa Pasal 51 Ayat (1] UL MK mengatur bahwa:

a. Pemohon adalah pihak  yang menganggap hak  dan/otou kewenangan
konstitusionalnya sirugikon oleh berlakunyo undong-undang, yaitu:

- Perorongan Warga Negara Indeonesia;

- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengon
perkembangan masyarakgt dan prinsip Negoro Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-und ang;

Badan hukum publilk atou privat;

- Lembagu Negarg;

Selanjutnyg dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1] Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Hak Kenstitusional” adalah
hak-hak yang diotur dalam UUD Tahun 1945;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon I godalah perorangan Warga Negara Indonesic
{(Bukti P-3) sebagaimang dimagksud Pasal 52 ayet (1] huruf o UU MK yang hak-hak
konstitusionalnya telah cirugikon oleh berlokunye Pasal 146 ayat (6] Undang-undang
Nomer 10 Tahun 2016 Tentong Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peroturon Pemerintah Fengganti Undong-undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi

Undang-undang;

Bohwa Para Pemechon merupakan Warge Negara Indonesia yong memiliki hak-hak
konstitusional yang dijomin  konstitusi untuk mendapatkan pengokuon, jamingn,
perlindungan, don kepastion hukum yang adil dalam noungan Negora hukum
sebagaimang dimaksud Pasal 1 ayat (3] don Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Rl

1645,



5

Bahwa Para Pemohon wdalah Pasangan Calon Bupaii dan Wakil Bupati Mesuji
sebagaimene SK KPU Nomor: 104/KPTS/KPUKab-08.680718/X/2016 (Bukti P-4},
dengan Nomor Urui 1 sebagoimana S$K KPU Nomor: 107 /KPTS/KPUKab-
08.680718/X,/2016 (Bukti P-5), dan sebagai rivalryo adalah Pasangon Calon
Nomor Urut 2 yaitu KHAMAMI, SH. Bin H. WASIS, H;

Bohwa KMAMAMI, S.H. Bin H. WASIS. H, Calon Bupgti petchona {Pasongan Calon
No. 2) telah ditetnpkan sebagal Tersangka oleh Kepolision Resor Mesuji ctas
laporan  Polisi Nomor: LP/414/X1/2016/Polde  Lampung/Reser  Mesuii/SFKT,
Tanggal 26 Desember 2016 dengen dugaan melanggar Pascl 187 ayat (1) je Posal
6% huruf K dan Pasal 187 A ayat (1) jo Pesal 73 ayet [4) UU No. 10 Tahun 2016,
terkait pada tanggal 20 Desember 2016 Calon Bupati No. 2 (KHAMAMIK, S.H.)
terkait melckuken pideto di hadapan peserte Linmas yang diselenggarakan cleh
Camat bertempet di Desa Panca Warne, yeng isinya menjanjikan gafl Linmas dan
Ketue RT naik dari Rp. 300.000,- menjadi Rp. 500.000. Sehingge jelas perbuaian
KHAMAMIK tersebut yang notabene merupakan rivel Para Pemchon sangat
merugikan kepentingan Parc Pemohon selaku Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

bupati Mesuji 2017;

Bahwa dclam melalukon penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan, dictur

secarc khusus (Lex specialis} delam Pascl 146 UU No. 10 Tahun 20146, yaitu

1) Penyidik POLR! yong tergabung dalem sentra peregakan hukum terpadu dapar
melakukan penyelidikan setelah adanya lgporan pelanggaran Pemilihan yang
diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten /koto;

2] Penyidik POLR! sebegeimana dimaksud pade cyat {1} delom menjalanken tuga
dapat melagkukan penggeledchan, penyitaan, den pengumpulan alat bukti untuk
kepentingen penyelidikan maupun penyidikan tanpa suret ijin ketua pengadi’s
negeri setempot;

3] Penyidik POLRI menyampaikan hasil penyidikan disertai berkos perkoro kepada
penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejok laperan
diterima deri Bawaslu Provinsi meupun Panwas Kabupaoten /Kota;

4) Dolom hal penyidikon belum lengkapdalam waktu peling lema 3 (tiga)] hari keria
penuntut umum mengemhclikan nerkas perkara kepado penyidik POLRI disertei
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;

5) Penyidik POLRI dalom waoktu paling lama 2 (tigo) hari kerfa terhitung sejok
tonggal penerimoon merkas sehagoimana dimaksud poda ayat (4] horus sudah
menyampaikan kembali berkas perkaro tersebut kepada penuntut umum;

6} Penuntut umum melimpahken berkas perkcra sebagaimana dimaksud pado ayot
{5) kepada Pengadilan Negert paling lema 5 (lima) hari kerja terhitung sejck

menerima berkes perkara deri penyidik;



Bahwa dalam UU No. 10 Tohun 2016, Posal 152 ayat (4) dan {3), dijelaskan bohwa
didalom Penegakan Hukum Terpadu tersebut diatur PERATURAN BERSAMA (Bawaslu
R; Polri; Kejagung Rl}, dimana dalam PERATURAN BERSAMA (Bawaslu RI; Polrf;
Kejagung Rl}, No. 14 Tahun 2016; No. O1Tahun 2016; No. 010/JA/11/2016
tentany Sentra Gakkumdu (Bukti P=6), dijelaskan sebagal berikut:

a) Pada Pasal 21 ayat (4) dan (5) dan Pasal 23 ayat (1) bohwao Penyidikan paling
lama 14 {empat belas) hari terhitung sejok penerusen laporan/temuan yang
diterima dari Pengawas Pemilihan dan/atou laporan polisi dibuat don Jcksa
melakukan pendampingen  don  monitoring  tethadap  proses  penyidikan;

b! Pada Pasal 22 ayat {4) dijelaskan, babwao Pembohasan Ketiga menghasilkan
kesimpulam pelimpahan kasus kepada Jecksa dan Berkas Perkara telah

dilimpahkan oleh penyidik kepada JPU;

¢} Pada Pasal 23:

11 ayat {2) dijelaskan baohwa dalam hasil penyidiken belum lengkap, dolem
wakty paling lama 3 {tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan baikos
perkarc kepoda Penyidik diserfai petunjuk tentang hal yong harus dilengkani;

2} ayat (3) dijelaskan bahwa Penyidik tindak pidana pemilinan mengembalikan
berkas perkara kepodo Jaksa paling lama 3 (tiga) hari kerjo sejok tanggaol
penerimaoan berkas sebagaimana dimoksud poda ayat [2);

3) ayar (4] dijelaskan bahwa pengembalian berkas perkara sebagaimano
dimaksut pada ayat {2} dari Jaksa kepada Penyidik tindak pidana pemilihon
hanya dilakukan 1 (saty) kali;

d) Pada pasal 25 dijelaskan bahwa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkere
kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 {lime) hari kerjo terhitung sejak berkas
perkara diterima dari Penyidik Tindok Pidana Pemiliban dan surat pengantar
pelfimpohon yang ditandatangani olen Pembing Sentra Gokkumdu darl unsure

Kejcksoan sesuai fingkatan;

Bohwa dengan mengacu kepada PERATURAN BERSAMA yang mana PERATURAN
BERSAMA tersebut sebagai tindak lenjut dari Pasal 152 UU No. 10 Tahun 2014,
make pengembalian berkas perkara dari Joksa Penuntut Umum kepada penyidik
sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat [6) UU No. 10 tahun 2016 adalah 1 {saty)
kali. Artinya setelah Penyidik memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Penuntut Umum, maoka
Jaksa Penuntut Umum harus segerc melimpabkan berkas perkare tersangka ke
pengadilan untuk melckukan penuntutan tanpa syarot apapun jugao;

MNamun sayangnya dalom ketentuan Pasal 146 UU No. 10 Tahyn 201& ayat (4]

tersebut tidak eksplisit menyatakan bohwa Jaksa hanya daopat mengembalikan
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berkas perkara kepada penyidik hanyalah 1 (satu) kali sajg, dan juga tidak eksplisit
menvatakan bahwa setelah joksa menerima pengembalian berkas perkara dari
penyidik setelah dilengkapi oleh penyicik sesuai petunjuk joksa, jaksa wajib tanpe
syarat apapun untuk melimpabkannya ke pengadilan negeri paling lama 5 (lima)
hari sejak berkas perkara diterima, sehingge jelas ketentuan Pasal 146 UU No. 10
Tahun 2016 ayat (&) adalah ambigu don multi-tafsir;

Akibatnya kejoksaan Negeri Tulang Bowong podo tanggal 25 Jonvori 2017
kembali urivk kedua kalinyo mengembalikan berkas perkara Tersangka KHAMAM|
disertal petunjuk Jaksa peneliti, namun ditolak cleh penyidik dengon alasan
berdaosarkar Pasal 146 dan Peraturan Bersaoma {Bowaslu Rl, POLRI, Kejagurg Ri) Ne.
14 Tahun 2016; No. 01 Tahun 2016; Nomor 1 Tahun 2016; No. 010/1A/11/2016
tentang Sertra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) poda Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliketa dan Wakil Walikote
padc Pasol 23 ayal (4] pengembalian berkas dari Joksa Penuntut Umum kepoda
penyidik hanyaloh 1 (satu) kali sebagaimana SP2HP No.B/10.8/1/2017 /Reskrim
(Bukti P-7);

Terkait penclakan penyidik tersebut, Kejoksaan Negeri Tulong Bewang tidak
kehilangon akal, melalui suratnya No. B-187/N.8.15/Epp.1/01.2017 kepoda
Fanwaslu Mesuji (Bukti P-8) meminta bantuan Panwoslu untuk menerima berkas
perkara Tersangka KHAMAMI untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik, namun
permintaan tersebut tidak dipenuhi dergan aloson bohwa pengembelian berkas
perkara berdasarkan Pasgl 144 UU No. 10 Tahun 2016 daon Pasal 23 ayat (4)
Kesepakatan Bersama hanyalah 1 (saty) kali sebogaimaona surat Panwasly No.
165 /Bawasiu.LA-06/PM.00.02/1/2017 (Bukti P-9)

Bohwa Pasal 146 ayot (6) yong berbunyi: “Penuntut ymum melimpahkan berkos
perkara sebagoimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengodilan Negeri paling
lama 5 (lima} hari kerjo terhitung sejak menerimo berkas perkara dari penyidik”,
merupakan ketentyarn yong mengatur tata caro penegakan hukum tindok pidana
pemilihan, dirasa Para Pemohen sebogoi peserta Pasangan Calon No. 1, sangai
merugikan hak kenstitusionalnya, karena opa yang sebenamyo dikehendaki oleh
ketentuan tersebut sebageoimona termaktub dolam PERATURAN BERSAMA baohwa
iakse hanya boleh mengembalikan berkas perkara kepada penyidik 1 (satu) kol
saja, bisa dilanggar cleh Joksa Penuntut Umum, sebagaimana olek Kejaksaan Negeri
Tulang bowang dengan tidok segera melimpohkan berkas perkara tersangkn
KHAMAM] kepada Pengadilan Negeri dengon alasan berkos perkara yong
diserahkon kembali oleh penvidik kepaoda Penuntut Umum setelah dilakukan
perelition kembali dionggap masih belum lengkap, dan justru kemudian
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mengembalikan berkas perkare untuk kedue kolinye kepoda penyidik, sehingga
tindakan Jaksa tersebut merugikan kepentingan Para Pemohon;

. Bohwo adanya sikap Kejoksoon Negeri Tulang Bowang den Kejoti Lampung

tersebut, karena Kejoksaon Negeri Tulang Bowang dan Kejoll lompung menafsirkon
sesuai dengan kepentingannya untuk memihak kepode Tersongka KHAMAMI, dengan
memanfaotken ketentuan Pascl 146 ayat (6] yeng multi-tafsir, ambigu, sehingga
memberikan ketidokpastian hukum dan mencederai juminan perlindungan otas hukum
yang adil terhadap diri Para Pemchon sebogai kerban yang dirugikan secara
langsung oleh perbuaton KHAMAMI Calon Bupati Mesuji No. Urut 2;

. Bahweo meruvjuk kepade Putusan Mahkamah sejek Putusan Nemor 006 /PUU-III/ 2005

tangga! 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11 /PUU-V /2007 tanggal 20 September
2007 dan putusan-putusen selanjutnya, berpendiricn bahwa kerugion hak dan/ atou
kewenangan konstitusional sebagoimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus

memenuhi 5 (lima) syarat, yaiftu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;

2. Hok den/ctau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggep
dirugikan cleh berlokunye undang-undang yong dimehonkan pengujian;

3. Kerugian konstitusiona! tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktua! atau
setidak-tidaknya potensial yong menurut penalaran yeng wajar dapat dipastikan
okan terjodi;

4. Adanya hubungon sebob-akibat {cousal verband] antora kerugion dimaksud dan
berfekunya undang-undang yang dimchonkan pengujian;

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannye permchonan, maka kerugiar
konstitusional seperti yong didelilken tidok okan atau tidak lagi terjadi;

Bohwa berdasorkan kualifikasi dan sycrat tersebut di otos, maka Fara Pemohon
schagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirvgikan hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya okibat berlokunye Pasel 1446 ayot 6) Undang-
undang MNomeor 10 Tahun 2016, karena tidak ditentukan secara tegas bahwa
pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntyt umuyum hanya 1 kali dar
untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syaral apapun wajib dalam jangka
wakiu paling lama 5 hari terhitung sejak berkas perkaro diserahkan kembali oleh
penyidik melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Akhirnya, opabila
permohonan pengujion terhadop Posel 146 avat (6) Undeng-undeng Nomaor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduve Atas Undang-undang Nemor 1 Tahun 2015
Tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undeng-undang Nomor 1 Tzhun
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliketa Menjadi Undang-undang
dikabulken, meka hok dan/atau kewenangon konstitusional  Para Pemohon tidak
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lagi dirugikan. Dengan demikian, syaraf kedudukan hukum (fegal stonding) Para

Pemchen telch sesuai dan memenuhi ketentucn yang berlaku,

ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN
PASAL 146 AYAT (6) UU NO. 10 TAHUN 2016.

PARA PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN,
DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM.

Bohwa sejok dilakukannya perubaohan terhadap UUD Tahun 1945, telah terjadi
perubochan yang mendasar dalam sistem ketatonegaraan Republik Indenesia.
Perubahan pokok dilokuxan pada dickuinye hak-hak asasi manusia, termasuk
adanya kesamaan di dalem hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hucum yong adil;

Bahwa setiap crang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, serta berthak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamian ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuaty yang merupakon hok asasi;

Bahwa negaro Republik Indenesia, sesuai dengan Pasal 1 ayot (3} UUD 1945
adalah negara hukum;

Bohwa secara yuridis Undang-Undang Dasor Tahun 1945 memberikan jaminan
sermua wcorgo negara hersomoan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan eleh Pasal
27 ayat (1] Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Bohwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang
sangat kuat bogi pengakuan terhadop hok-hak asesi monusia. Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyedickan instrumen berupc haok atas
pengakyan, jamingn, perlindungan, dan kepastian hukum yong adil serta perlakuan
yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungaon, don kepastian hukum
yang adi serta perfakvan yang sama o hadapan hukum”.

Norma konstitusi di ctas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yong berloku
baogi selurvh manusia secara universal. Dalam kuclifikasi yang sama, setiap manusia,

termasuk di dalamnya Para Pemohon;

Pengakuan, jominan, perlindungan, dan kepastian hukuem yang adil sebagaimang
dimaksud di afas juga mencakup pengakuan, jomingn, dan perlindungan atas asas-asas
hukum yang berlcky universal. Salah satu osos hukum yang  diakui eksislensinya dalam
sistem hukum Indenesic adalah perlindungon dari tindakan semeno-mena dari pejobot

yany diberikan kewenangan tertentu.



B. PASAL 146 AYAT (6) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM KARENA TIDAK DITENTUKAN
SECARA TEGAS BAHWA PENGEMBALIAN BERKAS OLEH PENYIDIK KEPADA
PENUNTUT UMUM HANYA 1 (SATU) KALI DAN UNTUK SELANJUTNYA
PENUNTUT UMUM TANPA SYARAT APAPUN WAJIB DALAM JANGKA WAKTU
PALING LAMA 5 (LIMA) HARI TERHITUNG SEJAK BERKAS PERKARA
DISERAHKAN KEMBALI OLEH PENYIDIK MELIMPAHKANNYA KE PENGADILAN
MNEGER} SETEMPAT UNTUK DILAKUKAN PENUNTUTAN.

Bahwa permohonan ini dilatar belakangi bermule dori adanye dugaon tindak
pidana pemilihan yang dilakukan oleh KHAMAMI Calon Bupati Nomor 2 Pilkadao
Mesuji 2017 dan telah dilaporkan kepada Gakkumdu {Panwasly; Penyidik Polri dan
Kejoksaan MNegeri) yang pada tahap awal telah dinyatakan diduga telah terjadi
tindak pidana pemilihan disertal dengan bukti-bukti yang cukup serta pusu
persangkaan yang dirumuskan, yang kemudian disepakati diteruskan dalam benty,
laporan Polisi Namor P/414/Xil/2016/POLDA LAMPUNG /RES.MESUJI/SKPT,
tanggal 26 Desember, atas dugaan tindak pidana kampane dilvar judwal, dan
menjajikan vang/mcteri kepada calon pemilih, sebagaimana diatur  dalam Pasal
187 Ayat (1] Jo Pasal 69 huruf k dan Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat {4] UU
No. 10 Tahun 201 6;

Bahwa berdasarkan Surat Perkembangan Penyidikan dari Kepolisian Resor Mesuji
terhadap penvidikan An. Tersangra KHAMAMI, S.H. BIN H. WASIS H. serta dokumen

lainnya dapat dijelaskan:

a) Penyidikan dimulei poda tanggal 27 Desember 2016, sesuni dengan surat
dimulainya penyicdikanNomor SPDP /76 /XIi/2016 /Reskrim;

b) Berkas Perkara dikirimkan penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada tangg |
11 Januari 2017, sesuai Surat Nomor B/45/1/2017 /Ditkcimum;

¢ Pada tanggal 17 Januari 2017, Berkas Perkara dikembatikan oleh Joksa Penuniut
Umum kepada Pemyidik disertai petunjuk (P 19) untuk memeriksa 4 Ahli dari KPU,
Bawaslu, Mendagri, dan Ahli Hukum Tata Negara;

d] Pada Tanggal 19 Januari 2017, Berkas Perkara diserahkan kembali dari penyidik
kepada laksa Penuntut Umum dengan telah memenuhi seluruh kekurangan yang
diminta Joksa Penuntut Umum yaitu memeriksa 4 Abli: cari KPU, Bawasiy,
Mendagri, dan Ahli Hukum Tata Negara;

e] Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik, penyidikan terhadap KHAMAMI
dinyatakaon telah lengkop dan telch merenuhi unsur persangkoan tindak pidana
pilkada;

fl Pada tanggal 25 Januari 2017 kembali untuk kedua kalinya mengembalikan
berkas perkara Tersangka KHAMAMI disertai petunjuk Jaksa peneliti, namun
ditolak oleh penvidik dengan clasan berdasarkan Pasal 1446 dan Peraturan

Berscma [Bawaslu R, POLRI, Kejagung RI} No. 14 Tghun 2016; No. 01 Tunun
g
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2016; Nomor 1 Tahun 2016; No. 010/JA/11 /2016 tentang Sentra GAKKUMDU
(Penegakan Hukum Terpcdu! pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur,
Bupati dan Wakil Bupat, serta Wclikota dan Wokil Walikota, puda Pasal 23
ayat (4] pengembalian berkas dari Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik
hanyalah 1 (satu) kali sebagaimena SP2ZHP No.B/10.8/1/2017 /Reskrim;

g; Terkait penclokan penyidik tersebut, Kejoksoan Negeri Tulang Bawang melalui
suratnya Nomor Mo, B-187 /N.8.15/Epp.1/01.2017 kepada Panwasly Mesuji
meminta bantuan Panwaslu untuk menerima berkas perkarc Tersangka KHAMAMI
untuk selcnivinya diserchkan kepada penyidik, namun permintaan tersebut tidok
dipenvhi dengan olason bhahwa pengembalian berkas perkara berdasorkan
Pasal 144 UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 23 ayat (4] Kesepakotan Bersame
hanyaleh 1 (sat) kali sebageimang surat Ponwaslu No. 1465 /BawaslulA-

06 /PM.00.02/1/2017;

Bohwa pengembalian berkos perkara untuk kedua kalinya tersebut telah ditolok clen
penyidik dengan alesan berdasarkan Pasal 146 dan Peraturan Bersama (Bawasly R,
POLRI, Kejagung RI) No. 14 Tahun 2016; Ne. 01 Tahun 2016; Nomor 1 Tahun 20146
No. 010/JA/11,/2016 tentang Sentrc GAKKUMBDU (Penegokan Hukum Terpudiv)
poda Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupoti dan Wakil Bupati, serio
Waitkota dan Wakil Walikota, pada Pasal 23 ayat (4) pengembalion berkos dari
Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik hanyalah 1 {satu] kali;

Bohwa sikap penyidik menclak berkas perkara KHAMAMI yang dikembalikan joksa
untuk kedue kalinya adaleh sudah sangat tepot sesuai dengan PERATURAR
BERSAMA (Bawaslu RI, POLRI, Kejagung RI);

Bahwa Para Pemchen beranggapan, tindakan Jakse Penuntut Umum Kejori Tulon:
Bawang /Kejati Lompung mengembalikan berkas perkara Tersangka KHAMAM
kepada Penyidik untuk kedua kalinya, adalah dikarenakan Pasal 146 ayat (&) yang
berbunyi: "Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebageimana dimeikaud
pada ayot [5) kepodo Fengadilon Negeri paoling loma  (lima) hari kerja terhitung
sejak menerima berkas perkara dari penyidik”, adalah ambigu don multi-tafsis;

Bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 tahun 2016 yang ambigu dan
multi-tafsir tersebut, berakibat merugikan hok konstitusionalnya Para Pemohon,
karena Jaksa Penuntyt Umum tidak dapat melaksanakan ketentyan tersebut dengan
alasan berkas perkara vyang telah diserahkan kembali oleh penyidik, scieizh
dilakukan penelitian kembali, dionggap masih  belum lengkap, sebagaimana yang
telah dilakukan oleh Kejaksaan Tulang Bowang mengembalikan berkas perkara atas
name Tersengka KHAMAMI untuk kedua kalinya kepada Penyidik;
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Bohwa pengembalian berkas Tersangka KHAMAMI untuk kedua kalinya tersebut
tidak tertutup kemungkinan bisa juga merupakan upayo pihak Kejaksaan Tulang
Baweang don Kejoksaan Tinggl Lampung dalam rangka mendukung Pasangan Calen
No. 2 {Tersangka) KHAMAM! cgar sukses bisa ikut pemilihan Bupati Mesuji dengan
memanfactkan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016 yang ambigu, muli-
fafsir yang berakibat merugikan hak konstitusional Para Pemohon, disemping jugo
mencederal rasa keadilan bagi Para Pemohon terkait Fara Pemohon adalah peserta
pemilihan kepala daeroh sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Mesuji berhadapan
dengan Calon Bupati KHAMAMI;

Bahwa berdascrkan UU Kejoksoan RI No. 16 Tohun 2004, Pasal 30 ayat {1] huruf ¢,
apabile  Jokse  Penunfut  Umum  merasa  masih  perlu  melakukan tambahan
pemeriksacn, moka kejaksocan mempunyai tugos dan kewenangan melengkapi
berkas perkoro tertentu dan dapet melokukon pemeriksoan tambahan sendiri
sebelum melimpah berkas perkara ke pengadilan dan dopat berkoordinasi dengan

penyidik;

Bahwa indikasi  kuat bohwe Kejoksaan Tulang Bowang/Kejoli  lLempung
memanfaatkan ketentuon Pasal 146 ayat {6) UU No. 10 Tahur 2016 yang ambigu
dan multi tofsir, untuk mendukung Paslon no. 2 Tersangka KHAMAMI,  dengan
menafsickannya  sesual  dengon  kepentingannya, mengabaikan KESEPAKATAN
BERSAMA, dapat dilihat melalui suratnya No. B-609/N.b.4/Ep.1/01/2017
tertanggal 31 Jonwari 2017 (Bukti P-10) dimana seolch-olah  Penyidik
mempersangkakan KHAMAM]I melanggar 1 (sctu] pasal sajo yaltu dengan Pasal
187 ayat (1) UU No. 10 Takun 2016, yang kemudian menyatakarnya berdasarkan
hasil gelar perkare unsur-unsur pasal 187 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebus
tidak terpenuhi, karena KHAMAMI dalem kejadian tersebut tidak dapat dikwalifikasi
sebagal kegiatan kampanye dan unsur sengajo jugo tidok terpenuhi, karena
KHAMAMI kedatangannya ke lokasi kejodian atas undangan camat.

Demikian bunyi ketentuan Pasol 187 ayat (1) UU Ne. 10 Tahun 2016 tersebut:

“Seficp orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah
ditetapkan olek KPU Provinsi dan KPU Kabupaien/Kota untuk masing-masing colon,
dipidana dengan pidana penjora paling singket 15 {lima belas) hori atou paling lame 3
(tiga, bulan dan/atau didenda paling sedikit 100 [seratus) ribu rupiah atau paling bonyak

P [satu] juta rupiah”.

Paodahal jelas-jelas penyidik tidak hanya mempersangkckan KHAMAMI melanggar
Pesal 187 ayat {1) UU Neo. 10 Tohun 2016 sajo, namun juga dipersangkakan
melunggar Pasal 187 A ayar (1] jo Pasal 73 ayat (4) UU Ne. 10 Tahun 2016, yang

berbunyi:
1
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“Sedinp orang dengan sengajo melekukon perbuatan melawan hukum menjanjikan otau
memberikan uang atau maten lainnyasebagai imbalankepada wargo negera Indonesia
baik secora langsung maupun tidok loagsung untuk mempengaruni Pemilih egar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cora terientu sehingga suara
menjadi tidak sah, memilih calon tertenty, atau tidak memilih calon tertentu sehagaimana
dimaksud Pasal 74 ayat (4) dipidane dengan pidana penjaro paling singkat 36 [tiga puluh
enam) bulan den paling lama 72 [tujuh puluh dua) bulon can denda paling sedikit Rp.
200.000.000,- {dua ratus juta rupich) dan paling banyak Ep. 1.000.000.C00,- [satu milyar

rupich}”,
Bunyi Pasal 73 ayat [4):

“Selgin Calon atau Pasangen Calon, anggote Partai Politik, tim kampuanye, dan relawan,
atcu pihak lein juga dilarang dengan sengaja melokukan perbuatan melawan hukum
menjanjiken atau memberikan vang atau materi lainnya sebagai imbalan kepeda warge
negara Indoncsiabaik secare lengsung ataupun tidak longsung untuk: c.mempengaruhi
pemilih untuk tidak menggunckan hak pilih; b.Menggunakan hak pilih dengan caca tertenty
sehinggo mengakibatkan suara tidak sah; dan c.Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu

atau tidak memilih calon tertentu™;

Sehingga seharusnya Jakso penuntut umum/Peneliti jika menilai unsur-unsur  Pasal
187 ayat (1] yang dipersangkakan kepads KHAMAMI diniiai tidak terpenuhi, moka
Jokso penuntut umum/Joksa Peneliti menerapkan Pasal loinnys yang dipersangkakan
ivgc kepada KHAMAMIL. Misalnya 187 A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, dimana
berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, perbuatan melawan hukum berupa janji
pemberian uang, pemberian ueng sebagal imbalan kepada wargo negara Indonesia
dalam rangka mempengaruhi pemilih tidak harus dalom bentuk kampanye, tentu biso

stja unsur-unsur untuk Pasal 187 A gyat (1) unsur-unsurnya rerpenuhi;

. Bahwea secora rasio, jika memang berkos perkara Tersangka tindak pidand

pemiiihan, ioksa Penuntut Umum hiso berulang-ulang mengembalikannya  kepady
penyidik karena dinilai masih belum lengkap, tentu tidak perlu dibuat Pasal 146 UU
No. 10 Tahun 2016 dan PERATURAN BERSAMA Gakkumdu, Jaksa Penuntut Umum
cukup berpedoman kepada aturon yang ada di KUHAP sajo;

Bahwa 146 ayat (6) UU Neo. 10 Tahun 2016 yang bisa dikatakan merupakan hukum
acarc  khusus tentong  penegokan  hukum  tindok  pidona  pemilihan  terkait
pengembalian berkas perkara oleh penyidik kepada jokso dan pelimbahon berkas
perkara ke pengadilon negeri cleh joksa, meskipun relah dijelaskan lebih lanjut oleh
Peraturan Bersama Gaokkumdu, berpotensi untuk menghilangkan adanya kepastian
hvkum, karena dengan hanya bunyl ketentuan bahwa penuntut ymum melimpahkan
berkas perkara kepado pengadilan negeri paling lama 5 {lima) hari sejak menerima
berkas perkara dari penyidik, fanpc cda tambohon kalimat yang menyotokon
pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umym hanya 1 kali dan untuk
selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apapun wejib dalam jangka waktu poling
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lama 5 hari terhitung sejok berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri, joksa penuntut umum bisa
mengembalikan berkos perkara untuk kedua kalinys dan seterusnya kepada
peryidik. Dengan demikian tentu hukum acara yong bersifat khusus ini tidok ada

bedanya dengan yang diatur dalam KUHAP;

12. Bahwa Pasal 146 ayat {6) UU No. 10 Tohun 201¢é tersebut telah merugikan

Pemohon secara akiual, karena:

- Meskipun KHAMAMI sebagai Calon Bupati Mesuji No. 2 oleh Kepolisian Resaor
Mesuii telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana pemilihan politik
uang yang berokibar Para Pemchon sebagai Paslon Bupati-Calen Bupati No.
Jrut 1 menderita kerugian suarg, yang penetapan tersangka tersebut jidak
lepas dari penilaian Gakkumdu yang gakkumdu terdiri dari unsure Pengowas
Femilu, Kepclisian, dan Kejekszsan, namun terhadap Tersangka KHAMAAMI
tersebut Jaksa tidak serta merta dapat dilakukan penuntutan di pengadilan,
kareng ketentucn tersebur dopat ditafsickan Joksa tidak dilarang wuntuk
mengembalikan berkas perkara untuk kedua kalinya dan seterusnya jika
berkas perkara yong diterima dari nenyidik dianggap kurang lengkap;

- Bchwa andaikcta Kejoksaan Negeri Tulung Bawang/Kejoti  Lompung
mematuhi ketentuan Pasal 146 ayat (6) UU No. 10 Tahun 207 6 sebagaimana
diatur secara jelas dalam PERATURAN BERSAMA, vaitu seteleh penyidik
mengembalikan berkas perkara yang teloh dilengkapinya sesuai petunjuk
Jaksa, kemudian Jaksa melimpchkannya ke Pengadilan Negeri, dan ternyats
berdosarkan pemeriksoon di pengadilon KHAMAMI terbukti secara sah don
meyakinkan melokukan tindak pidana pemilihan, tentu sajo kepentingon dan
hak-hak konstitusional  Para Pemohen sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati
Mesuii  terlindungi. Namun kenvataonnya Kejoksaan Negeri  Tulang
Baweng/Kejati  Lamgung, terindikasi  melokukan  pemihokan  terhadap
KHAMAMI selaku Pasion Bupati No. 2 dengan memanfaatkan ketentuan Posal
146 ayat {6) UU No. 1Q Tahun 2016 yang ambigu dan multi tofsir, sehingga
berakibat sangat merugikan hak kenstitusional Pare Pemohen disamping
kepentingan Para Pemohon sebagai salah satu peserta Pilkada No. Urut 1;

13. Sehinggao berdasarkan urcian-uraian tersebut di atas maka ketentuan 146 ayar (6)
UU No. 10 Techun 20164, a que merupakan paosal yang potensial dikualifikasi
melanggar prinsip kepastion hukum, keadilan sebogaimana diatur dalam Pasal 28D
ayct (1) UUD Tchun1 945,
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Bahwa dari seluruh dalil-dalil yong divraikan di otes dan didukung dengan bukti-bukti
yang kuat, dengan ini Para Pemchon mohon kepada para Yang Mulia Majetis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerimo dan mengabulkan permohonon Para Pemohon selurvhnya;

2. Menyatakan Pasal 146 ayat {6} Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tghun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggonti Undang-undang Memeor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, den Walikota Menjadi Undong-undang bertentangon
dengan Pasal 28D ayat {1] UUD Tahun 1945, sepanjang tidek ditafsirkan
pengembalion berkas oleh penyidik kepada penuntut umum hanya 1 kali don
untuk selanjuinya penunfut umum tanpa syargt apapun wajib dalam jangka wakiu
paling lama 5 (lima] hari terhitung sejok berkas perkara diserchkan kembalt oleh
penyidik melimpohkan berkas perkara ke pengadilon negeri;

3. Menyatakan Pascl 146 ayot (6} Undong-undang Nomor 10 Tohun 2016 Tentang
Perubohan Kedua Ates Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggonti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gukernur, Bupati, dan Walkota Menjadi Undang-undang, Hdak
mempunya! kekuafon hukum mengikat dengan segola akibat hukumnya, sepanjong
tidak ditafsirkan pengembalian berkas oleh penyidik kepada penuntut umum
hanya 1 kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpo syarat apcpun wajib
dalom jangka waktu peling lama 5 [lima] heri ferhitung sejak berkcs perkarc
diserahkar kembali oleh penyidik melimpohkan berkas perkara ke pengadilan
negeri;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesic

sebagaimanc mestinya.

Atau;  apabile Majelis Hokim Mahkomah Konstitusi berpendapat lain, mehon putusan

yang seadil-adilnya {ex gequo el bono)

Hormat Kami,
KUASA PARA PEMOHON,

M" | e .

L4
DGNNY TRI ISTIQOMAH, S.H., M.H. ANDHIKA DC, SH.
‘ A —
FRANDITYA UTOMO, S.H. SISWADI, S.H.
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